
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURANBUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR ~s. TAHUN2018
TENTANG

PERUBAHANATASPERATURANBUPATITANJUNGJABUNGTIMUR

NOMOR61 TAHUN2017 TENTANGTATACARAPEMBAGIAN

DANPENETAPANRINCIANDANADESASETIAPDESA

DI KABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR

TAHUNANGGARAN2018

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATITANJUNGJABUNGTIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang

Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa,

dipandang perlu melakukan Perubahan Atas

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 61

Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa

di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas

Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 61

Tahun 2017 ten tang Tata Cara Pembagian dan

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa

di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2000 ten tang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten

Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun

2014 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 2093);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian,

Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan

Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke

Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

225/PMK/ .07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor

50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke

Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian

Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun Anggaran 2018 (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor

1971);

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017

ten tang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa



Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1359);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintahan

Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur Tahun 2015 Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun 2016 Nomor 16);

13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 61

Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan

Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di

Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran

2018 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung

Timur Tahun 2017 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR 61 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

SETIAP DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG

TIMURTAHUNANGGARAN2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor

61 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana

Desa Setiap Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2018

(Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2017 Nomor 61)

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :



Pasal9

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari

Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Umum Desa

(RKD).

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilakukan

secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga

bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);

b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu

keempat bulan Juni sebesar 400/0 (empat puluh persen); dan

c. tahap IIIpaling cepat bulan Juli sebesar 400/0 (empat puluh persen).

(3) Penyaluran dari RKUDke RKDdilakukan paling lama 7 (tujuh) hari

kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

(4) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah RKUDke

RekeningKas Umum Desa (RKD)Tahap I dilaksanakan setelah Bupati

menerima:

a. peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

dan

b.laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun

anggaran sebelumnya dari KepalaDesa.

(5) Penyaluran Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)ke

RekeningKas UmumDesa (RKD)Tahap II dilaksanakan setelah Bupati

menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa

Tahap I dari KepalaDesa.

(6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa Tahap I

sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf b, menunjukkan rata-rata

realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima

persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling kurang

sebesar 50% (limapuluh persen).

(7) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4)huruf b dan ayat

(5) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari

seluruh kegiatan.

(8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan ayat (5) dilakukan

sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan,

uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.



(9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

belum memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa dapat

memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan

yang diterbitkan oleh kementeriany lembaga terkait.

2. Ketentuan Pasal10 diubah, sehingga Pasal10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal10

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas

hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan

dalam Rencana Ke:rjaPemerintah Desa.

(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu

pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan

dituangkan dalam Rencana Ke:rjaPemerintah Desa.

(3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana

Desa.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal

13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal13

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian

output Dana Desa setiap tahun penyaluran kepada Bupati.

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output tahun

anggaran sebelumnya; dan

b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian output sampai

dengan tahap II.

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun

anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a

disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran

be:rjalan.



(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai

dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b

disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu

penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat

(4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output

kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada

aplikasi software.

(6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan

realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dengan berkoordinasi dengan Kepala Desa.

4. Ketentuan Pasal14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal14

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:

a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 Ayat (4)dan ayat (5);

b. terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Desa (RKD)tahun

anggaran sebelumnya lebih dari 300/0 (tigapuluh persen);darr/atau

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsionaldaerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun

anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum

Desa (RKD)tahun anggaran sebelumnya;

(3) Dalam hal sisa Dana Desa di RekeningKas Umum Desa (RKD)tahun

anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah dana Desa yang akan

disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak

dilakukan.

(4) Dalamhal sampai dengan minggupertama bulan Juni tahun anggaran

berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Desa (RKD)tahun

anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 300/0 (tiga puluh persen),

penyaluran Dana Desayang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening

KasUmumDaerah (RKUD).



(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPNselaku KPA

Penyaluran DAKFisik dan Dana Desa.

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal

terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/ atau

penggunaan Dana Desa.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan

kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA

Penyaluran DAKFisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan

penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal9.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung

Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara sabak

~anggal ~1ACrurwt- 2018

CBUPATITANJU G ABUNGTIMUR,
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NIP. 1

H. ROMIHARIYANTO

Diundangkan di Muara Sabak

pada tanggal 1J-1 AC1USTUS- 2018

SEKRETARISDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR,

BERITA DAERAH

NOMOR.~8

SAPRIL

KABUPATENTANJUNGJABUNG TIMUR TAHUN 2018
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PETUNJUK PENGISIAN

NO URAIAN

1 Kolom2 diisi dengan rincian kegiatan setiap bidang

2 Kolom3 diisi dengan uraian output kegiatan

3 Kolom4 diisi dengan volumeoutput

4 Kolom5 diisi dengan jumlah anggaran

5 Kolom6 diisi dengan jumlah realisasi

6 Kolom7 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi

Kolom8 diisi dengan prosentase capaian output dengan membagijumlah yang telah terlaksana dengan volumeoutput:

a. Kegiatanpembangunanjpemeliharaanjpengembangan fisikdihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisikdi lapangan dan foto.

b. Kegiatannon fisikdihitung dengan cara :

Penyelesaiankertas keIjajkerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, targetj sasaran, dan anggaran sebesar

30%.

Undanganpelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar sebesar 50%.

Kegiatantelah terlaksana sebesar 80%.

- Laporanpelaksana kegiatan dan foto, sebesar 100%.

8 Kolom9, 10dan 11dalam rangka pelaksanaan program cash [orworkyang diiisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.

9 Kolom12diisi dengan keterangan misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas).



LAMPIRAN

PERATURANBUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR t4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUAPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 61 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN

ANGGARAN 2018

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPANDAN CAPA!ANOUTPUT DANA DESA

SAMPA! DENGANTAHAP TAHUN ANGGARAN ., .

DESA ..

Pagu Anggaran Rp ........................................

ANGGARAN REALISASI
%

TENAGA KERJA DURASI UPAH
NO URAIAN CAPAIAN OUTPUT VOLUME OUTPUT SALDO CAPAIAN KET

RP RP
OUTPUT

ORANG HARI RP

1 Bidang PenyeIenggaraan Pemerintah

1. Kegiatan ...........

2. dst ..................

2 Bidang Pembangunann Desa

1. Kegiatan ...........

2. Penyertaan Modal ..................

3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Kegiatan...........

2. Penyertaan Modal ......,...........

4 Bidang Pembinaan kemasyarakatan

1. Kegiatan ...........

2, Penyertaan Modal ..................

JUMLAH TOTAL

(daerah, (tanggal),bulan, tahun)

KEPALA DESA

............................................... 1



LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

SAMPAI DENGAN TAHAP TAHUN ANGGARAN .

DESA .

Pagu Desa Rp

B ANGGARAN REALISASI SISA
0/0 TENAGA

DURASI UPAHCAPAIAN VOLUME KERJAURAIAN
OUTPUT OUTPUT

CAPAIAN KET

RP RP RP OUTPUT ORANG HARI RP

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13

1 PENDAPATAN

1,2 Pendapatan Transfer

1.2.1 DanaDesa

Tahap Pertama

Tahap Kedua

JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJABANTUANKE DESAA

2,1 Bidang PenyelenggaraanPemerintah

2.1.1 1. Kegiatan...........

2.1.2 2. dst ..................

2,2 Bidang Pembangunann Desa

2.2.1 1.Kegiatan...........

2.2.2 2. Penyertaan Modal ..................

2,3 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

2.3.1 1.Kegiatan.•.........

2.3.2 2. Penyertaan Modal ..................

2,4 Bidang Pembinaan kemasyarakatan

2.4.1 1.Kegiatan...........

2.4.2 2. Penyertaan Modal ...~.........................

2,5 Bidang Tak Terduga

2.5.1 Kegiatan

2.5.2 Kegiatan....

JUMLAH BELANJA



ANGGARAN REALISASI SISA
0/0 TENAGA

DURASI UPAH
NOMOR URAIAN

CAPAIAN VOLUME
CAPAIAN KERJA KET

OUTPUT OUTPUT
OUTPUTRP RP RP ORANG HARI RP

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13

3 PEMBIAYAAN

3,1 Pengeluaran Pembiayaan

3.1.2 Penyertaan Modal

- Modal Awal

- Pengembangan Usaha

JUMLAH PEMBIAYAAN

JUMLAH (PENDAPAN - BELANJA -

PEMBIAYAANl

Bendahara Desa

Disetujui oleh,

(desa, (tanggaI),bulan, tahun)

KEPALA DESA

( ) ( )

,.,'O:~~~. +

CBUPA;; TAN UNG JABUN TIMUR,

.....

~

LAH DlYELITI KEBENARANNYA
bag Hukum DaD Perandaac . UDdaDpD
"

MOHD. IDRIS, SH.,.H
Pemti • TK I (IVIb,

NIP. 197003232002121004


